
 
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1252, 2018 KEMENPAN-RB. Pedoman Sistem Merit Dalam 

Manajemen ASN. 

 

PERATURAN MENTERI 

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 

NOMOR 40 TAHUN 2018 

TENTANG 

PEDOMAN SISTEM MERIT  

DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  

DAN REFORMASI BIROKRASI, 

  

 

Menimbang: a.  bahwa untuk mewujudkan sistem merit dalam 

manajemen aparatur sipil negara perlu diatur penerapan 

sistem merit di lingkungan instansi pemerintah; 

 b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi tentang Pedoman Sistem Merit Dalam 

Manajemen Aparatur Sipil Negara; 

 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5494);  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); dan 

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 89). 

 

MEMUTUSKAN:  

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEDOMAN 

SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL 

NEGARA. 

  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah. 

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 

Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 

pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 

suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh 

pejabat pembina  

 

 

www.peraturan.go.id



2018, No.1252 
-3- 

4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 

selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat 

berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu 

tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 

pemerintahan. 

5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 

menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen 

ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

6. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB 

adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 

melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

7. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang 

berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja 

secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar 

belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis 

kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi 

kecacatan. 

8. Road Map Penerapan Sistem Merit adalah bentuk 

operasionalisasi penerapan sistem merit yang disusun 

dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan 

merupakan rencana rinci pelaksanaan penerapan sistem 

merit dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 

(lima) tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. 

9. Rencana Aksi adalah langkah-langkah dan tahapan detail 

kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran. 

10. Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan 

sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada 

Instansi Pemerintah. 

11. Penilaian Mandiri Sistem Merit adalah penilaian yang 

dilakukan secara mandiri guna mengetahui capaian 

penerapan Sistem Merit pada instansi pemerintah.  
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12. Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang 

selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan 

susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan 

dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu 

melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. 

13. Pendidikan dan Pelatihan Terintegrasi yang selanjutnya 

disebut Pelatihan Prajabatan adalah proses pelatihan 

untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat 

dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter 

kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan 

memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang 

bagi calon PNS pada masa percobaan. 

14. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi 

daerah. 

15. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah 

non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan 

kesekretariatan lembaga non struktural. 

16. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan 

perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi 

sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat 

daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 

17. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 

menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen 

ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

18. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT 

adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi 

pemerintah. 

19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. 

20. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat 

KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan 

bebas dari intervensi politik yang diberi kewenangan 

melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin 
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perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap 

penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN.  

21. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat 

LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang 

diberi kewenangan melakukan pengkajian, pendidikan, 

dan pelatihan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

22. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat 

BKN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang 

diberi kewenangan melakukan pembinaan dan 

menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

BAB II 

PRINSIP DAN KRITERIA 

SISTEM MERIT 

 

Bagian Kesatu 

Prinsip Sistem Merit 

 

Pasal 2 

Prinsip Sistem Merit didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, 

dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan 

latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis 

kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. 

 

Bagian Kedua 

Ruang Lingkup Sistem Merit 

 

Pasal 3 

Ruang Lingkup Sistem Merit meliputi: 

a. melakukan rekrutmen, seleksi dan promosi berdasarkan 

kompetisi yang terbuka dan adil dengan menyusun 

perencanaan sumber daya manusia aparatur secara 

berkelanjutan; 

b. memperlakukan Pegawai ASN secara adil dan setara; 

www.peraturan.go.id


